KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 11 /HM.02.2-Kpt/ 1402 /KPU-Kab/III/ 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 37/HM.02.2-Kpt/ 1402 /KPU-
Kab/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala
Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub
Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu

|
|
} melakukan perubahan Susunan Pengurus Badan
| Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor
37/HM.02.2-Kpt/ 1402 /KPU-Kab/VIII /2021 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;



6.

10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1249);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
542 /HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII[/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);



Menetapkan

KESATU

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub
Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 37/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2021
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 08/HM.02.2-
Kpt/1402/KPU-Kab/IlI/2021 tentang Pembentukan
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR 37/HM.02.2-Kpt/1402/KPU-
Kab/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Menetapkan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri

Hulu terdiri atas:

1. Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber

Daya Manusia; dan




KEDUA

KETIGA

2

Sub Bagian yang Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a.

b.

Pembina

1. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Indragiri Hulu.

. Ketua Pelaksana Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat, dan Kepala Sub Bagian Hukum
dan sumber daya manusia pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas:

a.

melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum
dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran
arus informasi antara satuan kerja.

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan
Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga

pemerintah tingkat pusat dan daerah.

. merencanakan dan melaksanakan  kegiatan

kehumasan.

menghimpun, mengelola, dan menyalurkan
data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUQATEN mDRAGIRI HULU,

\YENNI'MAIRIDA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 11 /HM.02.2-Kpt/ 1402 /KPU-

Kab/III/ 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR

37 /HM.02.2-Kpt/ 1402 /KPU-Kab /VIII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

JABATAN DALAM
SUSUNAN

HE NAMS JARATAN KEPENGURUSAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN

| 2 4 5

1. | YENNI MAIRIDA KETUA PEMBINA

2. | DWI APRIANSYAH INDRA ANGGOTA PEMBINA

3. | RONALDI ARDIAN ANGGOTA PEMBINA

4. | RISMAN ANGGOTA PEMBINA

5. | FITRA ROVI ANGGOTA PEMBINA

6. | NURHASYIDAH Plt. SEKRETARIS KETUA

7. | BUDY MUSTIKA KASUBBAG TEKNIS KETUA PELAKSANA

PENYELENGGARA
PEMILU PARTISIPASI
HUBUNGAN
MASYARAKAT
8. | YUSTI AILENDRA KASUBBAG HUKUM KETUA PELAKSANA
DAN SDM
9. | SITI MIFTAHUL HIDAYAH KASUBBAG PROGRAM ANGGOTA
DAN DATA
10. | DEDI AFDA PUTRA STAF ANGGOTA
11. | ROMY ERDIANTO STAF ANGGOTA




JABATAN DALAM
SUSUNAN

RO NABA JABATAN KEPENGURUSAN BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN
12. | GUSWALDI STAF ANGGOTA
13. | ALPIAN STAF ANGGOTA
14. |DEDI STAF ANGGOTA
15. | DEWITA STAF ANGGOTA
16. | HENDRI AZHARI STAF ANGGOTA
17. | DUWI NOVITA SARI STAF ANGGOTA
18. | ANDRI RADINATA STAF ANGGOTA
19. | PERDANA NUGRAHA STAF ANGGOTA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

B\
\!

RAGIRI HULU,




